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A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya era reformasi telah terjadi perubahan dalam
sistem pemerintahan di negara Indonesia Khususnya dalam sistem
pemerintahan di daerah. Perubahan tersebut adalah diberlakukannya
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah
sehingga memberi peluang untuk mengatur dan melaksanakan
kewenangan dengan leluasa atas prakarsa sendiri sesuai dengan
kepentingan masyarakat.

Pemberlakuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No0.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No0.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan daerah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
otonomi daerah di negara Indonesia. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah
adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi
kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati
tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita
masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih

makmur.



Salah satu upaya agar lebih memantapkan pelaksanaan otonomi
daerah serta meminimalkan ketergantungan daerah kota dan kabupaten
pada pemerintah provinsi, maka daerah diberi salah satu kewenangan yaitu
di bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan disebabkan faktor keuangan merupakan salah satu penentu
keberhasilan realisasi otonomi daerah. Kemandirian dalam bidang
keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui
kemampuan nyata Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya. Salah satu cara dalam merealisasikan kemandirian keuangan
daerah adalah dengan berusaha mencari sumber-sumber pendapatan asli
daerah dari potensi daerah sendiri.

Sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan pasal 5 UU
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

Pendapatan Daerah;
Dana Perimbangan;

Pinjaman Daerah; dan
Lain-lain Penerimaan yang Sah.

el A

Sedangkan Sumber pendapatan asli Daerah (PAD) sesuai pasal 6 UU
No0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

Pajak Daerah;

Retribusi Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

el el

Beberapa sumber pendapatan daerah tersebut, salah satu sumber
yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mengatur dan

mengurus rumah tangga daerah adalah pajak daerah. Mengenai



pengelolaan pajak daerah, pemerintah daerah telah diberi kewenangan
mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut
dijelaskan di dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daerah dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya
sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan empat jenis pajak provinsi dan tujuh
jenis pajak kabupaten/kota, pajak reklame merupakan salah satu dari tujuh
jenis pajak kabupaten/kota.

Seiring kemajuan jaman telah membawa negara Indonesia dalam
era globalisasi di mana tingkat perkembangan teknologinya sangat cepat.
Banyak bidang telah mengalami perkembangan teknologi mulai dari
industri, telekomunikasi, bahkan sampai gaya hidup. Perkembangan
teknologi tentu saja membawa dampak yang cukup besar bagi Negara
Indonesia. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif dan positif yang
tentunya harus ada kesinambungan diantara keduanya. Selain itu dalam
menghadapi perkembangan teknologi ini diperlukan juga kesiapan dari
sumber daya manusia baik dari masyarakat serta peran serta aktif

pemerintah dalam menyiasati perkembangan tersebut.



Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi adalah di bidang
komunikasi. Kebutuhan akan komunikasi saat ini telah berkembang sangat
cepat dibandingkan tahun—tahun yang lalu. Hal tersebut terlihat jelas
seiring perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Pemanfaatan media-
media komunikasi contohnya, yang saat ini telah banyak berkiblat dari
berkembangnya teknologi. Hampir seluruh kebutuhan komunikasi saat ini
telah didukung oleh teknologi-teknologi yang menunjang sehingga
kreatifitas pemanfaatan media komunikasi tersebut lebih jelas terlihat.

Saat ini pemasangan iklan berbagai macam produk melalui
reklame sudah menjadi trend. Salah satunya adalah dengan memasang
iklan pada reklame yang terdapat di jalan-jalan. Di sepanjang jalan, baik di
jalan-jalan protokol maupun di jalan-jalan yang tidak termasuk jalan
protokol pasti akan ditemui reklame dengan berbagai jenis dan berbagai
macam ukuran yang mengiklankan produk-produk yang ditawarkan. Iklan
sebagai salah satu bentuk komunikasi yang saat ini telah banyak dijumpai
pada banyak media—media komunikasi merupakan salah satu hal yang
juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Seiring dengan
perkembangan jaman saat ini, iklan juga relatif lebih berkembang, baik
melalui bentuk iklan maupun penempatan media-media iklan seperti pada
media yang conventional, maupun media unconventional. Disadari atau
tidak iklan merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi promosi

barang maupun jasa suatu perusahaan.



Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia, cukup dikenal
sebagai wilayah yang berkembang dan ramai akan pendatang khususnya
pelajar. Kota Yogyakarta dianggap sebagai salah satu kota tujuan
pendidikan. Selain itu unsur-unsur budaya dan keramahtamahan yang
masih kental juga membuat Yogyakarta tetap menjadi salah satu kota yang
menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut tentunya merupakan sasaran yang
cukup berpotensi dalam melaksanakan promosi khususnya melalui iklan.
Yogyakarta dipandang sebagai tempat yang strategis dalam melakukan
kegiatan periklanan bagi seorang pengiklan dilihat dari banyak faktor
seperti psikografis, geografis, maupun demografisnya. Hal tersebut
mengakibatkan banyak sekali iklan dari berbagai produk maupun
perusahaan yang ditempatkan di wilayah Yogyakarta khususnya pada
media reklame. Media ini dianggap efektif untuk menarik perhatian dan
memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan kepada calon
konsumen yang melewati jalan dimana iklan tersebut ditempatkan.

Kategori - kategori iklan dalam bentuk reklame juga beraneka
ragam diantaranya adalah reklame papan/billboard/videotron/megatron
dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran,
reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame
apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Setiap
kategori iklan dalam bentuk reklame tersebut tentu memiliki karakter yang

berbeda—beda satu sama lain.



Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Provinsi
Yogyakarta yang secara geografis merupakan wilayah yang berbatasan
langsung dengan kota Yogyakarta adalah wilayah yang menjadi sasaran
penempatan media reklame. Kabupaten Sleman memiliki 17 kecamatan,
diantaranya adalah Depok, Ngaglik, Gamping, Kalasan, Mlati, Pakem,
Prambanan, Sleman. Dilihat dari sudut pandang pengiklan daerah tersebut
merupakan daerah yang berpotensi untuk pemasangan iklan dalam bentuk
reklame karena daerah tersebut dinilai sebagai titik pusat yang sering
dilalui oleh target audiens iklan. Informasi yang di tawarkan oleh
pengiklan yang tentu saja telah dikemas dengan menarik akan cepat
diserap oleh audiens. Demikian pula sebaliknya, audiens secara sadar
maupun tidak telah menerima informasi produk yang diharapkan akan
terjadi sikap sesuai yang diinginkan oleh pengiklan. Banyaknya
pemasangan iklan melalui reklame di daerah-daerah tersebut seharusnya
membawa pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Sleman dari sektor pajak yaitu pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas
penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan
oleh daerah melalui benda, alat, perbuatan atau media dengan tujuan
komersial dengan memperkenalkan atau menarik perhatian orang terhadap
suatu barang atau jasa di tempat umum. Pajak reklame mempunyai
peranan penting terhadap pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli

daerah selalu berubah-ubah setiap tahunnya, padahal dalam setiap



tahunnya dari pihak pemerintahan daerah melakukan penagihan kepada
wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar
pajak.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari sektor pajak
reklame

No Tahun Target Realisasi
1 2007 Rp 4.500.000.000,00 Rp 4.749.917.481,91
2 2008 Rp 5.621.622.443,00 Rp 8.147.022.563,37
3 2009 Rp 6.800.000.000,00 Rp 9.010.860.114,49
4 2010 Rp 8.600.000.000,00 Rp 9.059.573.587,09
5 2011 Rp 9.750.000.000,00 Rp 9.322.567.271,01

Sumber : DPKKD Kabupaten Sleman Th 2011

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2007-
2009 penerimaan dari sektor pajak reklame sudah melebihi target yang
ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa pajak reklame di Sleman mempunyai
potensi yang tinggi. Namun jika dilihat pada penerimaan sektor pajak reklame
pada tahun 2011, dapat diketahui bahwa penerimaan selama satu tahun terakhir
belum mencapai target yang ditentukan. Data tersebut membuktikan bahwa
pelaksanaan pemungutan pajak reklame belum optimal dan masih menghadapi
beberapa hambatan sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari

sektor pajak Tahun 2011
No | Jenis Pajak Target Realisasi
1 | Pajak Hotel Rp 22.000.000.000,00 | Rp 22.637.880.385,00
2 | Pajak Restoran Rp 13.000.000.000,00 | Rp 13.257.484.783,00
3 | Pajak Hiburan Rp 3.200.000.000,00 | Rp 2.709.834.885,00
4 Pajak Reklame Rp 9.750.000.000,00 | Rp 9.322.567.271,00
5 Pajak Penerangan jalan | Rp 38.400.000.000,00 | Rp 40.022.094.803,00

Umum

6 Pajak pengambilan BGGC | Rp 3.000.000.000,00 | Rp 3.218.385.675,00
7 Pajak Parkir Rp 850.165.400,00 Rp 851.570.412,00
8 | Pajak BPHTB Rp 32.500.000.000,00 | Rp 49.237.392.683,00
9 Pajak Air Tanah Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.441.196.381,00

Sumber: DPKKD Kabupaten Sleman Th 2011

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang

dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, dapat dilihat sebagai

contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard,

poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko maupun dikantor-

kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetap masih

dipasang.




Kabupaten Sleman merupakan kabupaten penyangga Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pertumbuhan perdagangan baik barang
maupun jasa akan mengalami kemajuan yang pesat, sehingga pajak reklame
pada masa-masa yang akan datang diharapkan mempunyai prospek yang
baik. Untuk melihat prospek ini digunakan dengan melihat faktor produk
dan perwilayahan. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah yang cukup potensial dan memiliki peranan yang sangat penting
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak reklame sebagai
kontributor dalam penerimaan pendapatan asli daerah meskipun realisasinya
tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain. Atas dasar itulah
maka pajak reklame dapat digunakan sebagai peningkat pendapatan asli

daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya kontribusi pajak reklame dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

2. Belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak reklame di
Kabupaten Sleman.

3. Adanya hambatan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemungutan

pajak reklame.
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4. Belum diketahui upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam

mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

C. Pembatasan Masalah
1. Kurang maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada
Dinas Pendapatan Daerah.
2. Adanya hambatan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemungutan
pajak reklame
3. Belum diketahui upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam

mengatasi hambatan pemungutan pajak reklame.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti
adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten
Sleman?
2. Apa hambatan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemungutan
pajak reklame?
3. Apa upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi hambatan

pemungutan pajak reklame?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak reklame di
Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui hambatan pemerintah Kabupaten Sleman dalam
pemungutan pajak reklame.

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam

mengatasi hambatan pemungutan pajak reklame.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian
ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan
juga dapat memberikan manfaat ilmu dibidang mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam
kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah
Dapat dijadikan pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebagai

bahan evaluasi kerja.
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b. Bagi Peneliti
Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti terjun
ke lapangan serta salah satu prasyarat yang harus dipenuhi guna
memperoleh gelar sarjana.

c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai
bahan informasi dan gambaran mengenai perizinan dan

pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman.

G. Batasan Pengertian
1. Pelaksanaan
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastropoetro
(1982: 183) Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan
tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program
dalam kenyataannya.
2. Reklame
Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang atau jasa, orang yang ditempatkan atau dapat

dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali
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yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengecualian lainnya sesuai
dengan peraturan yang berlaku (Siahaan, 2005:324).
Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Atau
untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar
dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Siahaan, 2005: 323).
Pemungutan Pajak Reklame
Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bab | ketentuan umum Pasal 1 dinyatakan bahwa:
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman
Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang
dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Dapat dilihat
sebagai contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk

billboard, poster, spanduk/umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko

maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa



14

berlakunya tetap masih dipasang, bahkan ada yang tidak memiliki izin
pemasangan reklame sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh
kurangnya kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah
melalui pajak reklame kurang begitu optimal dan alasan lain yaitu
kurangnya sosialisasi aparat pemerintah daerah kepada masyarakat
tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame
tidak melaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah bagian pajak
reklame. Selain itu dapat pula disebabkan karena pelayanan jasa dan
fasilitas pajak reklame yang mendukung bagi sumber penerimaan
pajak daerah belum dilakukan secara optimal.

Pajak reklame mempunyai peranan penting terhadap
pendapatan asli daerah. Pajak reklame sebagai kontributor dalam
penerimaan pendapatan asli daerah meskipun realisasinya tidak
sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain seperti pajak
kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pembangunan dan lain-
lain. Atas dasar itulah maka pajak reklame dapat digunakan sebagai

peningkat pendapatan asli daerah.



